BUPATI PESAWARAN
RROVINSI LAMPUNG

PERATURAN RUPATI PESAWARAN
NOMORY? TAHUN 2022

TENTANG

FEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

DASRAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

FEUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7
Feraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka.mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daecrah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masvaraka! di daeral agar berjalan lancar. tertil, berdavaguna.

dar. berhasiguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Bupart;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan s<bagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tehun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 99, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4 Undang Nomor |4, Tahun 2011 tentang Pembentukan Pe
Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 82 Tarmhahan | ambaeee w

raturan
Indonesia
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HAB VI
EETENTUAN FENUTUR

Pasal 11

AT Seaeiah Jabatan Fangsional, Jabatan Pelakinnin dlanghat dan Db henn b
Sl Bupal sesvan dengan perihan perundang undungan yang berlalog

Pagal 12
Pada saat Meraturan un mula berlaky, maka Pe
Tahyun 2017 fentang Pemibentukan Organisast D
Dacral Satuan Pendidikan  Pada Dinas Pendi
Pestwarsas dxabut dan dinyatakan tidak berlaku.

raturan Bupat Pesawaran Nomor 70
an Tata Kerja Unit Pelaksuna Teknis
dikan Dan Kebudayaan Kabupaten

Pasal 13

¥ty mnlay berlaky sejak tanggal diundangkan,

S OWRLR ereng mengetahuinya, memerintahkan pengundan

= e
i

st PEemoala

gan Peraturan Bupan in)
nra dalam Benta Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedon g Tataan
Pada tanggal 3 Janmari 2022

Orundangkan di Gedong Tataan
Paca tanggal 3 Japuari 2022

PlE. SEKRETARIS DAE mytﬁa-mm PESAWARAN,

*
e

8
BERITA DAEFAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 52¢
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(o)

(1)

(21

(4)

(S)

Voot ol Wiavahe hecamatan Bidang Pendidikan sebagnimana dimaksud pada

narothdangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas  Pendidikan atas
peiselhwivan Bupan

Vntuk mendukung pelaksannan tugns Koordinator Wilaynh Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarann dan prasarana serta pegawai Aparatur

Sipil Negara yang  sebelumnya digunakan unit pelaksana  teknis  daerah
Pendidikan Kecamatan,

Roondinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

avat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi lavanan administrasi pada
stuan pendidikan di wilayah Kerjanya

noordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarara, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

melaksanakan pengadministrasian usul k

.....

ena‘kan pangkat dan angka kredit

~  melaksanakan koordinasi lomba-lomba ¢ wilayah kerjanva:

d. melaksanakan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan

. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar
unit lainnya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
oo Naoveriadi PECVIMEANEAT agal mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap  pimpman  satuan  organisasi bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunink kanada hasrmlnooc-
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(2)

(3)

(4)

(1)

f. melaksanakan pengimbasan pengetahian kepada guru lain dalam proses
Kegiatan belajar mengajar;

Pt bt oy o pelagaran/alat peraga,

S heimhuikembanghan siop dan penpembangan karakuer pusiul peserta
didik;

L mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung
Jawabnya;

J. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
K. mengisid an menelitj daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
. melaksanakan tugas lain sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

Yelomenlk  labatan Uelakennn sechagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf ¢

merupekan  tenaga  keoencid kan bertugas melaksanakan administrasi,
bengelolaan dan pelavanan lekrmis untuk menunjang proses pendidikan pada
Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertangzung jawab kepada Kepala Sekolah.

Kelompok Jabatan Pelaksana terdini dar jabatan pelaksana.

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :

a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi Keua:ngan;

c. Pengadministrasi Kepegawaian: dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, Jjenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
3IDANG PENDIDIKAN

Pasal 9
Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan dj wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah

Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
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(1)

(2)

(1)

1<)

b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan juar sekolah,
olahraga dan kesenian pelajar di sekolah,

¢. melaksanakan  pemibinnan  dan pengorganisasinn  pendidik, tenaga
Kevendhidikan di sekolah

oo s ek Pk e il ekl ok g A TR N T I-hl!l1'..
| 4

ebaasanahan admmstiase Kettausnhoann, kesiswaan, Ketenapaan, sarana
prasana dan keuangan;

melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
8 melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 6

Repala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan
jabaian fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan,
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi :

@ mergorgdanisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses
kegiatan belajar mengajar,

b. menvelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan,
ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan

c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b
merupakan gyru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang
dalam melaksanakan tugasnva herada dibawah dan bhertanggung jawab kepada
nupaid ockolall

helwmpek Jabatan Fungsiwnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal
flungsi :

a, melaksanakan pembuyatan perangkat pembelajaran;

b. melaksanakan kegiatan pembelaiaran:
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(1)

(2)

(1)

BAB III
KEDUDUIAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Posal 3

CETDY Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur peiaksana teknis Dinas yang melaksanakan :

a. keglatan teknis operasional; dan/atau
b. Kkeglatan teknis penunjang tertentu.

UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolaﬂ yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
merupakan jabatan fungsional guru bagai SPF dan pamong belajar bagi SPNF

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Baglan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

SLISLllr‘Ian Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdinri dari :
a. Kepala Sekolah;

b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

¢. Kelompok Jjabatan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagajmana tercantum

dalam Lampiran 1T yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Feraturan
Bupati ini,

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5§

UPTD Satyan Pendidikan adalah Ke

pala’ Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengaiar.
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10.

13.

14.

-2

16.

(1

&

Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah
Relompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran,

Sattan  Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya
dhsmghat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

socvnpacten Pesaiw

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negen yang selanjutnya disingkat SPF

SD Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri vang selanjutnya
disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggaraken untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja. pendidikan kesetaraan, serta

e B G vang ditupakas etk mengembangkan kKemampuan peserta
tichih.

Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah programn pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 5 (enam) tuhun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

BAB II
PENMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Feraturan Bupati ini dibentux UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan
Pendidikan pada Ninas. terdin atas -
a4 SPF TK Negen;

b. SPF 8D Negen;

MTWFS e @ e
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12 Peraturan Mentert Dalam Negont Nomar 80 Taliun 2015 lentang
Pembentukan Produk Hulkoum Daerah (Benta Nepira Hepulblik
Indonenia Tahun 20156 Nomor 2030), nebagalmnna telah diubah
dengun  Peraturan Menterl Dalam Hegerl  Nomor 120
Tahun 2000 tentang Perubnlug Atun Peruturan Menteri Dalam
Negore Nomor 80 Tahun 20156 tentonng Panmbentuksn VProdol

Hukum Daevaly (Derltn Negaru Republile Indonesin Tahun 2014
Nomaor 147);

Peratinan Menteri Dadam Negeri Nomaor 19 Tahian 2017 rersa i
Peadaman Yembentuban dan Kasthkis Cabang inras dar e
Pelahsana Vekinu Daerah,

Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor Y0 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur, Perencanaar,

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1+

15, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 );

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

(9]

fi

Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran,
Bupati adalah Bupati Pesawaran.

Dinas Pendidikar. dan Kebudayaan Kabu
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan

Kepala Dinas adalah Kep
Pesawarari.

paten Pesawaran yang selanjutnya
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

ala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kepi
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pe
“elvilavnan Kabipaten Pesawaran

satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidilean
vhgug Vaguwpawa 1, | e (&Y (R R
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r

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor H5+494); !

Indang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Rerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NOTO Py ThL

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398); '

Uncarig-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor £494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambhahan |embaran Negara Republik Indonesia
NOImor 0587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhr
dengan Uncang- Undarg Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lemharan Nanara
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